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Abstrak: Kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, yang muncul ke permukaan 

hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya. Bidan dalam melakukan pertolongan 

persalinan terhadap pasien yang mengidap HIV/AIDS memiliki resiko tinggi tertular 

HIV/AIDS saat melakukan pertolongan persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi bidan dalam proses pertolongan 

persalinan penderita HIV/AIDS ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan yurudis normatif. Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analisis. Data yang 

digunakan ialah data primer berupa data yang langsung diperoleh dari narasumber dan 

data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan 

dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode yuridis 

kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan diperlukan ketentuan hukum yang dapat 

melindungi bidan dalam pertolongan persalinan penderita HIV/AIDS sedangkan 

Instrumen hukum yang ada saat ini belum cukup melindungi tenaga kesehatan termasuk 

bidan dalam melakukan pertolongan persalinan penderita HIV/AIDS belum sesuai 

dengan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan. Tes HIV wajib ditawarkan pada ibu hamil sebagai sesuai dengan 

Surat Edaran Nomor GK/MENKES/001/I/2013 sangat menguntungkan bagi bidan karena 

dapat menjadi salah satu upaya perlindungan bidan dalam pertolongan persalinan 

penderita HIV/AIDS. 

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Bidan, Pertolongan Persalinan, HIV/AIDS 

 

Abstract: The case of HIV / AIDS is an iceberg phenomenon meaning that its case 

emerges to surface only a fraction of the truth. Midwives carrying out childbirth 

assistance for patients who have HIV/AIDS have a high risk of contracting HIV/AIDS 

during childbirth assistance. This study aims at determining and analyzing the legal 

protection for midwives in the childbirth assistance of HIV/AIDS sufferers in terms of the 

Republic of Indonesia Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers. This study 

used a normative juridical approach. The specification of this study is descriptive 

analysis. The study used primary data in the form of data directly obtained from sources 

and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and 

tertiary legal materials. Data collection techniques used field studies and literature 

studies. Those data were analyzed using qualitative juridical methods. The results of 

conducted study required legal provisions that can protect midwives in childbirth 

assistance for patients with HIV/AIDS while the existing legal instruments are not 

sufficient to protect health workers including midwives in carrying out childbirth 

assistance for HIV/AIDS sufferers not in accordance with Article 57 of the Law of the 

Republic of Indonesia Number 36 Year 2014 concerning Health Workers. HIV testing 

must be offered to pregnant women as in accordance with Circular Letter Number 
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GK/MENKES/001/I/2013 is very beneficial for midwives because it can be one of the 

efforts to protect midwives in childbirth assistance with HIV/AIDS. 

 

Key words: Legal Protection, Midwives, Childbirth Assistance, HIV/AIDS 

 

 

A. PENDAHULUAN 

       Di Indonesia penyebaran 

HIV/AIDS hampir merata di seluruh 

provinsi, hal ini terbukti dengan 

adanya laporan kasus AIDS di 27 

provinsi dan infeksi HIV dari 29 

provinsi di Indonesia. Data 

Kementerian Kesehatan pada tahun 

2011 memperlihatkan sekitar 26.400 

pengidap AIDS dan 66.600 pengidap 

HIV positif, lebih dari 70 persen 

generasi muda usia produktif 20-39 

tahun. Data kementerian kesehatan 

(2011) menunjukkan dari 21.103 ibu 

hamil yang menjalani tes HIV, 534 

(2,5%) diantaranya positif terinfeksi 

HIV. Penularan HIV dari ibu yang 

terinfeksi HIV ke bayinya juga 

cenderung meningkat seiring dengan 

meningkatnya jumlah perempuan 

HIV positif yang tertular baik dari 

pasangan maupun akibat perilaku 

yang beresiko. Salah satu penyebab 

kematian ibu dan bayi adalah 

persalinan dengan HIV/AIDS. Dalam 

proses pertolongan persalinan 

kewenangan bidan hanya menangani 

persalinan normal saja, maka dalam 

kasus persalinan dengan HIV/AIDS, 

bidan melakukan tugas kolaborasi 

dengan tenaga kesehatan lainnya, 

salah satunya melakukan rujukan 

kepada dokter spesialis kandungan 

untuk penanganan lebih lanjut. Tidak 

semua pasien HIV/AIDS mengetahui 

bahwa dirinya mengidap HIV/AIDS, 

bahkan pasien HIV/AIDS cenderung 

enggan memberikan informasi 

bahwa pasien mengidap HIV/AIDS 

dikarenakan sering terjadinya tindak 

diskriminasi pada pasien HIV/AIDS. 

Bidan Praktek Mandiri atau Bidan 

Desa dengan keterbatasan alat 

laboratorium akan lebih mudah 

terancam tertular HIV/AIDS pada 

saat melakukan pertolongan pada 

kelahiran bayi dengan ibu yang 

sudah positif mengidap HIV/AIDS. 

Bidan memberikan pelayanan 

kesehatan primer maka dari itu bidan 

memerlukan perlindungan hukum 

dalam menjalankan tugasnya 

memberikan pelayanan kesehatan 

dan jika terjadi hal yang tidak 
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diinginkan. Uraian diatas membuat 

penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan topik 

perlindungan hukum bagi bidan 

dalam proses pertolongan persalinan 

penderita HIV/AIDS ditinjau dari 

Undang – Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 

Tentang Tenaga Kesehatan. 

 

B. METODE 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif, karena 

penelitian ini dilakukan dengan cara 

menghubungkan antara kaidah-

kaidah perundang-undangan yang 

ada sebagai norma hukum positif 

dengan pelaksanaan di masyarakat. 

Spesifikasi penelitian ini adalah 

deskriptif analisis, yang memberikan 

gambaran yang jelas tentang keadaan 

yang terjadi pada saat penelitian 

berlangsung yang tertuju pada 

analisa perkara perlindungan hukum 

bagi bidan dalam proses pertolongan 

persalinan penderita HIV/AIDS. 

Sebagai bahan pendukung penulisan 

ini, maka diperlukan data baik primer 

maupun sekunder. Data primer 

berupa data yang langsung diperoleh 

dari narasumber yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam praktik 

yang nyata, yang diteliti dan 

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, 

yang dihubungkan dengan keadaan 

atau norma yang berupa peraturan 

dalam hukum perdata, hukum 

pidana, hukum administrasi yang 

berkaitan dengan perkara 

perlindungan hukum bagi bidan 

dalam proses pertolongan persalinan 

penderita HIV/AIDS. 

 

C. HASIL 

       Situasi bidan di Indonesia pada 

tahun 2013 tercatat 300.000 orang 

dan yang tercatat di Ikatan Bidan 

Indonesia (IBI) sebanyak 178.000 

orang. Di Provinsi Jawa Barat 

sebanyak 18.000 orang. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan salah satu 

petugas Dinas Kesehatan Kota 

Cimahi data tahun 2017 di Kota 

Cimahi terdapat 5 kasus persalinan 

dengan HIV/AIDS, 1 kasus 

HIV/AIDS yang disertai dengan 

penyakit TB. 

        Di dalam modul pelatihan 

pencegahan penularan HIV dari ibu 

ke bayi, disebutkan bahwa kelompok 

risiko tinggi adalah golongan 
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individu yang memiliki risiko tinggi 

untuk menularkan/tertular HIV/AIDS 

yang salah satu diantaranya adalah 

tenaga kesehatan yang sengaja atau 

tidak disadari berhubungan/terinfeksi 

dengan spesimen pasien HIV/AIDS. 

Tenaga kesehatan sangat 

berhubungan erat dengan sejumlah 

besar dan beragam mikroorganisme. 

HIV dan infeksi lain yang menular 

melalui darah meningkatkan 

kebutuhan perlindungan terhadap 

infeksi baik bagi bidan maupun ibu. 

Risiko infeksi HIV bagi tenaga 

kesehatan adalah rendah, tetapi 

bukan 0%. 

       Proses keseluruhan dari 

manajemen risiko mencakup 

langkah-langkah identifikasi potensi 

bahaya, penilaian risiko dan 

pengendalian risiko. Upaya-upaya 

pengendalian harus dilaksanakan 

sesuai hirarkinya, berdasarkan 

efektifitasnya dalam mengeliminasi 

risiko, mencegah pajanan atau 

mencegah kesakitan. Semua aspek 

manajemen risiko akan lebih efektif 

dengan keterlibatan tenaga 

kesehatan. 

       Program pengendalian HIV tidak 

cukup hanya dilaksanakan oleh 

jajaran kesehatan saja namun harus 

pula melibatkan sektor lain dan 

masyarakat atau komunitas terutama 

populasi kunci. Pelibatan ini mulai 

dari upaya pencegahan di masyarakat 

hingga perawatan, dukungan dan 

pengobatan, sehingga program 

pengendalian HIV tersebut 

merupakan upaya kesehatan 

masyarakat dan juga sekaligus upaya 

kesehatan perorangan.  

       Pengobatan anti retro viral 

(ARV) di Indonesia pada awalnya 

diinisiasi di rumah sakit (RS). 

Pedoman tatalaksana HIV dan 

pengobatan antiretroviral telah lama 

tersedia dan terus menerus diperbarui 

sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, untuk digunakan 

sebagai pedoman dalam memberi 

layanan kepada ODHA. Dengan 

makin bertambahnya jumlah kasus 

HIV dan meningkatnya kebutuhan 

akan adanya akses layanan yang 

menyebar secara luas sehingga 

semua orang dengan HIV dapat 

dengan mudah memulai ARV di 

dekat lingkungan tinggalnya maka 

akses layanan perlu didekatkan ke 

masyarakat. 
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        Sejumlah program yang 

dilakukan untuk menekan 

pertumbuhan penyakit HIV AIDS di 

Kota Cimahi. Salah satunya 

menerapkan program Voluntary 

Counseling Testing (VCT) dan Care 

Support Treatment (CST) yang 

dilakukan di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Cibabat dan 

Puskesmas. Dalam pelaksanaanya 

Kota Cimahi bekerja sama dengan 

Komisi Penanggulangan HIV AIDS 

dan beberapa LSM. Karena masih 

terkendala faktor sumber daya 

manusia, maka pelayanan VCT ini 

untuk sementara tidak dapat 

dilakukan di semua wilayah 

Cimahi. Meskipun layanan VCT ini 

baru dapat dilakukan di Puskesmas, 

namun ada juga LSM yang membuka 

layanan tersebut, dalam menjalankan 

layanan VCT dan CST di Cimahi 

juga dibantu oleh Klinik Mawar 

milik LSM PKBI Jawa Barat. Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Cibabat telah memiliki layanan VCT, 

tapi kurang tersosialisasikan. Oleh 

karena itu, masyarakat relatif kurang 

banyak memanfaatkan layanan VCT 

di RSUD Cibabat. 

D. PEMBAHASAN 

1. Peraturan Daerah Merupakan 

Payung Hukum Yang Efektif 

Bagi Perlindungan Bidan 

Dalam Proses Persalinan 

Penderita HIV/AIDS Menurut 

Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2014 Pasal 57 tentang 

Tenaga Kesehatan 

       Dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah 

daerah sesuai amanat Undang-

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

pemerintah daerah yang 

mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas 

pembantuan diartikan untuk 

mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat. 

       Sistem pemerintahan 

Indonesia menurut UUD 1945 

memberikan keleluasaan kepada 

daerah untuk menyelenggarakan 

otonomi daerah. Dalam 

penyelenggaraan otonomi 

daerah, dipandang perlu untuk 

lebih menekankan pada prinsip-
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prinsip demokrasi, peran serta 

masyarakat, pemerataan dan 

keadilan, serta memperhatikan 

potensi dan keanekaragaman 

daerah. Oleh karenanya, 

penyelenggaraan otonomi daerah 

adalah dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata, 

dan bertanggung jawab kepada 

daerah secara proporsional. 

Perda menempati kedudukan 

kuat dalam otonomi luas, tapi 

terhadapnya berlaku juga 

pengawasan, dengan maksud 

agar jangan sampai ada Perda 

yang melampaui batas 

proporsional kewenangan atau 

merugikan kepentingan umum. 

       Peraturan daerah ini 

dibutuhkan agar setiap langkah 

untuk penanggulangan dan 

pencegahan HIV/AIDS seperti 

pada saat bidan dalam proses 

pertolongan persalinan penderita 

HIV/AIDS di lapangan memiliki 

payung hukum sebagai acuan 

perlindungan hukum.        

2. Peran Pemerintah Terhadap 

Hak Perlindungan Hukum 

Bagi Bidan Dalam Proses 

Pertolongan Persalinan 

Penderita HIV/AIDS  

       Bermacam peraturan dan 

kebijakan nasional merupakan 

kerangka kerja untuk aksi yang 

berkaitan dengan HIV/AIDS dan 

pelayanan kesehatan. Kerangka kerja 

ini termasuk kebijakan sektor 

kesehatan nasional dan AIDS, 

peraturan ketenagakerjaan, peraturan 

dan standar K3, peraturan 

antidiskriminasi dan peraturan 

perundangan yang diterapkan kepada 

sektor kesehatan.   

      Tanggung jawab pemerintah 

adalah menjamin pendekatan yang 

terkoordinasi antara semua sektor, 

untuk mempromosikan dan 

mendukung standar pelayanan 

kesehatan setinggi mungkin dalam 

pelayanan kesehatan, khususnya 

dalam segi persyaratan kerja dan 

perawatan pasien, serta 

mengalokasikan sumber daya dan 

dana yang cukup. Keberhasilan 

perencanaan dan penerapan 

kebijakan nasional dan peraturan 

perundangan membutuhkan 

konsultasi yang luas antara 

pengusaha pelayanan kesehatan, 

pekerja dan perwakilannya, asosiasi 
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profesional, ODHA dan para pihak 

terkait lainnya, dan sistem penegakan 

hukum yang efektif.  

       Khusus dalam sektor kesehatan, 

pemerintah pada waktu yang sama 

adalah regulator, penegak hukum dan 

juga pengusaha. Harus dijamin 

bahwa fungsi-fungsi ini tetap 

terpisah untuk meminimalisir konflik 

kepentingan dan melindungi hak-hak 

tenaga kerja secara memadai. Dalam 

perannya sebagai pengusaha 

(pelayanan kesehatan milik 

pemerintah), pemerintah harus 

menjaga konsultasi dan kerjasama 

yang baik dengan organisasi 

pengusaha swasta dan organisasi 

pekerja kesehatan. Pemerintah harus 

menjamin agar terdapat lembaga 

pengawasan K3 dengan anggaran 

yang memadai, untuk memberikan 

panduan dan menegakkan peraturan 

K3. 

       Suatu sistem Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) yang efektif 

memerlukan komitmen bersama 

antara pihak yang kompeten, 

pengusaha, pekerja dan perwakilan 

mereka. Tanggung jawab 

menyeluruh untuk memberikan 

lingkungan kerja yang aman dan 

sehat terletak pada pengusaha, yang 

harus menunjukkan komitmennya 

kepada K3 dengan menempatkan 

suatu program yang terdokumentasi, 

tersedia bagi pekerja dan perwakilan 

mereka, yang menjelaskan prinsip-

prinsip pencegahan, identifikasi 

potensi bahaya, penilaian dan 

pengendalian risiko, informasi dan 

pelatihan. Pekerja mempunyai tugas 

untuk bekerja sama dengan 

pengusaha dalam menerapkan K3, 

menghargai dan menjalankan 

prosedur dan instruksi lainnya yang 

dirancang untuk melindungi mereka 

dan orang lain yang berada di tempat 

kerja, terhadap pajanan potensi 

bahaya akibat pekerjaan. Panitia 

Pembina Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (P2K3) adalah mekanisme 

yang diakui dimana kolaborasi diatas 

dapat dicapai. 

       Penyediaan perawatan, 

pengobatan dan dukungan bagi 

tenaga kesehatan yang terinfeksi atau 

terkena dampak HIV/AIDS akan 

mengurangi kerugian tenaga terampil 

dan berpengalaman, dan 

meminimalisir gangguan pelayanan. 

Hal ini juga menghargai hak-hak 

pekerja untuk tetap di lapangan kerja 
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selama mereka mampu untuk 

bekerja, membantu untuk 

mempertahankan pendapatan 

mereka, dan menyumbang pada 

kesejahteraan mereka. Sedapat 

mungkin, pengusaha harus 

memfasilitasi akses kepada 

perawatan, pengobatan dan 

dukungan yang komprehensif, yang 

mengkombinasikan ketentuan-

ketentuan khusus bagi pekerja yang 

sakit atau mempunyai anggota 

keluarga yang sakit, dengan 

ketentuan umum sebagai bagian dari 

perlindungan sosial. Unsur-unsur 

kunci dari program tersebut adalah 

konseling dan tes sukarela 

(Voluntary Counselling and Testing - 

VCT). 

       Tes sukarela bagi pekerja 

kesehatan yang ingin mengetahui 

status HIV mereka haruslah didorong 

dan disediakan. Dimana terdapat 

pelayanan medis yang cukup, tes 

sukarela dapat dilaksanakan bila 

diminta dan, bila perlu dengan 

pernyataan persetujuan (informed 

consent) tertulis dari pekerja dan 

dengan panduan dari perwakilan 

mereka bila diminta.  

       Penerimaan terhadap tes HIV 

tergantung pada perlindungan 

terhadap stigma dan diskriminasi, 

begitu juga jaminan akses kepada 

pelayanan terpadu untuk pencegahan, 

pengobatan dan perawatan. Menurut 

prinsip-prinsip kunci dari tes HIV 

dikenal sebagai “3Cs”, tes harus 

disediakan dengan dasar pernyataan 

persetujuan - informed consent, dan 

disertai dengan koseling - 

counseling, dan kerahasiaan 

confidentiality harus dijamin.   

       Pemerintah sedang melakukan 

sosialisasi upaya pencegahan 

HIV/AIDS yang tertera dalam Surat 

Edaran Nomor 

GK/MENKES/001/I/2013 Tentang 

Layanan Pencegahan Penularan HIV 

Dari Ibu Ke Anak (PPIA) dijelaskan 

bahwa Tes HIV wajib ditawarkan 

pada semua ibu hamil di daerah 

epidemi HIV meluas dan 

terkonsentrasi, Tes HIV 

diprioritaskan untuk ditawarkan pada 

ibu hamil dengan IMS dan TB di 

daerah epidemi HIV rendah dan Tes 

HIV pada ibu hamil dilaksanakan 

bersamaan dengan pemeriksaan 

laboratorium rutin lainnya. Upaya 

tersebut juga sangat efektif bagi 
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bidan sebagai upaya perlindungan 

bidan dalam proses pertolongan 

persalinan, jika pasien tersebut 

diketahui mengidap HIV/AIDS 

sebagai bidan praktik mandiri dan 

puskesmas dapat melakukan rujukan 

ke rumah sakit untuk mendapatkan 

penanganan lebih lanjut, pihak 

rumah sakit dapat memberikan 

pengobatan yang sesuai. Walaupun 

di lapangan masih terdapat beberapa 

kendala dalam pelaksanaannya 

dikarenakan pemerintah yang belum 

maksimal dalam memenuhi fasilitas 

sarana, prasarana dan kurangnya 

sumber daya manusia yang terlatih 

VCT.  

 

E. SIMPULAN 

       Dari uraian hasil penelitian dan 

pembahasan dalam bab terdahulu 

didapatkan simpulan bahwa 

Instrumen hukum yang ada saat ini 

belum cukup melindungi tenaga 

kesehatan termasuk bidan dalam 

melakukan pertolongan persalinan 

penderita HIV/AIDS belum sesuai 

dengan Pasal 57 Undang – Undang 

Republik Indonesia No. 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga Kesehatan, 

bahwa salah satu hak tenaga 

kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan, yaitu 

memperoleh perlindungan hukum 

sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan Standar Profesi, Standar 

Pelayanan Profesi, dan Standar 

Prosedur Operasional. Perlindungan 

hukum bagi bidan dalam pertolongan 

persalinan penderita HIV/AIDS 

adalah dengan menerapkan pedoman 

pencegahan HIV/AIDS. Peran 

pemerintah terhadap perlindungan 

hukum bagi bidan dalam proses 

pertolongan persalinan penderita 

HIV/AIDS di Kota Cimahi saat ini 

belum terlaksana dengan baik 

terbukti dengan belum adanya 

peraturan daerah tentang 

pengendalian HIV/AIDS. Tes HIV 

wajib ditawarkan pada ibu hamil 

sebagai sesuai dengan Surat Edaran 

Nomor GK/MENKES/001/I/2013 

sangat menguntungkan bagi bidan 

karena dapat menjadi salah satu 

upaya perlindungan bidan dalam 

pertolongan persalinan penderita 

HIV/AIDS tetapi saat ini belum 

terlaksana secara merata dikarenakan 

kurangnya tenaga kesehatan yang 

terlatih dan kurangnya sarana dan 
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prasarana di fasilitas kesehatan 

tingkat pertama. 

 

F. SARAN 

1. Guna meminimalisir kendala-

kendala bidan dalam proses 

pertolongan persalinan penderita 

HIV/AIDS di lapangan 

hendaknya ada kata sepakat atau 

pun pemahaman yang sama 

untuk menerapkan pedoman 

pencegahan HIV/AIDS sebagai 

upaya perlindungan bagi bidan 

dalam proses pertolongan 

persalinan penderita HIV/AIDS. 

2. Pemerintah dapat segera 

merealisasikan pembuatan 

peraturan daerah tentang 

pencegahan dan penanggulangan 

HIV/AIDS yang didalamnya 

juga dijelaskan tentang 

perlindungan bagi tenaga 

kesehatan salah satunya yaitu 

Tes HIV wajib ditawarkan pada 

semua ibu hamil sebagai upaya 

perlindungan hukum bagi bidan 

sesuai dengan Surat Edaran 

Nomor 

GK/MENKES/001/I/2013 

Tentang Layanan Pencegahan 

Penularan HIV Dari Ibu Ke 

Anak (PPIA). 
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